
BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh desentraliasasi fiskal dan 

kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pelaporan 

keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota pada Provinsi Nusa Tenggara 

Timur. Berdasarkan hasil penelitian telah ditemukan bahwa: 

a. Desentralisasi fiskal yang diukur menggunakan indikator kemandirian daerah 

berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan 

pemerintah daerah kabupaten dan kota pada Provinsi Nusa Tenggara Timur 

dengan nilai  koefisien regresi sebesar  0,076 dengan signifikansi sebesar 

0,484 > alpha (0,05). Dari hasil pungujian ini dapat dikatakan kemampuaan 

suatu daerah memiliki perwujudtan desentralisasi fiskal dalam bentuk tingkat 

kemandirian daerah yang tinggi tentunya akan mendukung pemerintah daerah 

dalam mengelola keuangan daerah secara mandiri. Pengelolaan keuangan 

pemerintah daerah secara mandiri akan sangat membantu  pemerintah daerah 

dalam mempertanggungjawabkan pelaporan keuangan pemerintah daerah 

yang baik. 

b. Kinerja Penyelengaraan pemerintah daerah yang pengukurannya 

menggunakan indikator skor evaluasi kinerja penyelengaraan pemerintah 

daerah juga berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan 

keuangan pemerintah daerah dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,161 

dengan signifikasnsi sebesar 0,681 > alpha (0,05). Hasil pengujian ini 



tentunya mampu menjelaskan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintah 

daerah mencerminkan capaian kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah 

daerah, selain itu juga menggambarkan efisiensi, efektivitas, penghematan, 

dan produktivitas. Penyelenggaraan kinerja yang baik menggambarkan 

adanya orientasi dari pemerintah daerah untuk menuju kepada good 

government. Artinya, semakin baik kinerja suatu pemerintah maka semakin 

baik kualitas pelaporan keuangan dan akuntabilitas pemerntah daerah. 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dari itu penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

a. Bagi pemerintah daerah kabupaten dan kota pada Provinsi Nusa Tenggara 

Timur kirannya lebih meninggkatkan pengelolaan terhadap pengelolaan 

keuangan pemerintah daerah. Rendahnya opini BPK terhadap laporan 

keuangan pemerintah daerah memberikan gambaran bahwa pemerintah 

daerah masih belum bisa mengelola keuangan daerah secara baik. Baik 

tidaknya pengelolaan keuangan suatu daerah tentunya tidak terlepas dari 

beberapa indikator seperti kinerja pemerintah daerah, kemandirian daerah, 

SDM, ketergantungan pada pemerintah pusat serta indikator-indikator 

lainnya. Dari penelitian ini, peneliti telah melakukan pengujian dengan 

menjadikan indikator kemandirian daerah dalam desentralisasi fiskal dan 

kinerja penyelenggaran pemerintah daerah sebagai variabel yang berpengaruh 

terhadap akuntabilitas peloporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini 

jelas menunjukan bahwa kedua indikator ini berpengaruh secara signifikan 



terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil inilah 

yang kiranya dapat dipakai oleh seluruh pemerintah daerah kabupaten dan 

kota pada provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melakukan evaluasi terkait 

dengan peninggkatan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah.  

b. Peneliti selanjutnya di harapkan mampu memperluas cakupan variabel 

independen lain yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan 

pemerintah daerah. Perlu juga dipertimbangkan untuk penggunaan proksi 

desentralisasi fiskal dalam konteks yang berbeda, atau bahkan dalam lingkup 

lintas disiplin ilmu misalnya ekonomi dan politik agar mendapatkan hasil 

penelitian yang lebih komprehensif. 
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